LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NO. 2 2004 SERI. C

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2004
TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa kondisi mutu air pada sumber air di Jawa
Barat cenderung semakin menurun akibat
pencemaran vyang terjadi karena kegiatan
manusia sehingga tidak dapat berfungsi sesuai
dengan peruntukannya;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada
huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan
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Mengingat

1.

Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Undang-undang [Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor
23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

Undang-undang [Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 196/ tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
(Lembaran Negara  tahun 1967 Nomor 22
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

PUndang-undang Nomor 11 Tahun 19/4 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3046);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3274);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber  Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3419);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang
Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara 3568);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara 3427);

Undang-undang Nomor Z3 Tahun 199/ tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 727 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan  (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3888);

Peraturan _Pemerintan  Nomor 2/ Tahun 199]]
tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3441);

Peraturan _Pemerintan  Nomor 55 Tahun 199]]
tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3445);

pPeraturan__Pemerintan Nomor_ 2/ tahun_ 1999
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
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15.

16.

17.

18.
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20.

21.

22,

pPeraturan Pemerintan  Nomor 25 Tahun 2004
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan _Pemerintah  Nomor /7 Tahun 2007
tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4156);

Peraturan Pemerintah Nomod [B2 Tahun 007

tentang Pengelolaan  Kualitas  Air  dan
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4161);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan
atau Sumber Air pada Wilayah Sungai;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
49/PRT/1990 tentang Tata Cara Persyaratan Ijin
Penggunaan Air/atau Sumber Air;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor Kep.-02/MENLH/1988 tentang Pedoman
Penetapan Baku Mutu Lingkungan;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor Kep.-51/MENLH/10/1995 tentang Baku
Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
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23.

24,

25.

26.

27.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor Kep.-52/MENLH/10/1995 tentang Baku
Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor Kep.-58/MENLH/12/1995 tentang Baku
Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan
Peraturan Daerah;

[Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1]
tentang Tata Cara Pembentukan dan
Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun
2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003
Nomor 20 Seri D);

[Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2
tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2
Seri D);
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